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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti 

dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dalam hal hak kepemilikan atas 

tanah pada putusan Perdata Nomor : 01/PDT.G/2010/PN GTLO, dimana 

tanah objek sengketa pada terserbut sebagaimana batas-batasnya disebutkan 

merupakan hak milik penggugat sesuai Akta Jual Beli tanggal 9 April 1972. 

2. Bahwa kepemilikan sertifikat hak atas tanah tersebut didapat dengan adanya 

cacat hukum, sementara majelis hakim banding pada Pengadilan Tinggi 

Gorontalo telah mencari persoalan formal gugatan antara lain hanya batas-

batas dari objek sengketa, padahal batas-batas dimaksud telah sesuai fakta 

serta bersesuain dengan gugatan Penggugat atau Pemohon Kasasi. Sementara 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Hamzah Zune (Ayah 

para Tergugat I, II dan III) dengan mendaftarkan Sertifikat Hak Milik dengan 

Nomor 3666/Kelurahan Tapa terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh 

Tergugat IV memiliki cacat yuridis dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, 

atau tidak sah menurut hukum maupun tidak mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa saran 

yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pihak-pihak terkait sebagai berikut: 

1. Hendaknya dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik termasuk 

tanah agar dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang 

berlaku; 

2. Pihak-pihak terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional secara 

intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap proses 

penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, agar tidak menimbulkan 

kekeliruan maupun kelalaian dalam menerbitkan sertifikat hak milik 

atas tanah dikemudian hari. 
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